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Abstrak





Republik Islam Iran (disingkat RII) merupakan sintesa antara doktrin Syi’ah Imamiah (Syi'ah Dua belas) dan prinsip negara modern. Negara Republik ini dibidani kelahirannya oleh Imam Khumaeni dengan Kosep Wilayat al-Faqih-nya.


Dalam sejarah pemikiran politik Syi'ah, konsep yang disebut di atas memiliki perjalanan yang panjang sejalan dengan perkembangan masa dan situasi. Pada ajaran dasar syi'ah Imamiah, kepemimpinan (Imamiah) umat Islam berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal beliau, kepemimpinan tersebut diserahkan kepada Ali bin Abi Talib sebagai washi, lalu diturunkan kepada Hasan, Husen dan seterusnya sebanyak dua belas Imam. Persoalan muncul setelah Imam yang kedua belas, Muhammad, menghilang di sebuah goa Samarra (Iraq). Sebagai solusi dari keadaan ini, menurut Syi'ah Imamiah, selama Imam berada dalam keghaiban, maka kepemimpinan didelegasikan kepada raja-raja dan ulama mujtahid.


Ketika melihat para penguasa jauh dari ajaran syi'ah Imamiah, Khumaeni tampil memperjelas konsep wilayat al-faqih untuk diperjuangkan dan diterapkan di negara Iran. Hasil akhir dari ijtihad Khumaeni tersebut tampak pada konstitusi Republik Islam Iran. Sebagai negara, Iran memiliki ciri yang khas, sehingga mengundang perhatian pengamat politik.


Kata Kunci : Imam Khumaeni, Wilayat al-Faqih


1 Pendahuluan


Sejarah pergulatan kaum Syi’ah dalam lapangan politik sejak periode klasik sampai periode modern (sebelum revolusi tahun 1979), paling tidak, telah mencatat terbentuknya, khilafah Fatimiah (969-1171 M) di Mesir, berdirinya Kerajaan Safawi (1502-1772 M), Dinasti Qajar (1794-1925), dan berkuasanya Pahlevi (1925-1979) di Iran (Harun Nasution,1985 : 78-87).


Dalam pada itu, di Iran, menurut fakta sejarah, hanya pada periode Syafawilah, kalangan ulama mendapat jabatan penting dalam pemerintahan, karena para Shah Syafawi berhasil menyatakan dirinya sebagai keturunan langsung dari Imam. Pada masa Dinasti Qajar, para ulama berbalik melakukan protes dan menentang apa yang mereka lihat sebagai pelanggaran keadilan Imam. Bahkan pada masa Pahlevi, mereka mengajukan tuntutan keras mengenai perlunya keterlibatan mereka dalam soal politik (Harun Nasution, 1985 : 169).


Pertentangan secara politis antara golongan ulama dan para penguasa dalam lingkungan Syi’ah, pada hakikatnya tidak terlepas dari doktrin Imamah yang dianutnya, bahwa "imamah (jabatan Kepala Negara) adalah hak monopoli Ali Abi Thalib dan keturunannya". Dalam faham golongan Syi’ah duabelas (Syi'ah Istna Asy'ariyyah) yang secara mayoritas dianut kaum Syi’ah Iran, Muhammad al-Muntazar merupakan Imam terakhir dari keturunan Ali, yang menempati posisi duabelas Imam Nyata. Muhammad al-Muntazar sebagaimana telah diketahui, sewaktu masih kecil, hilang dalam goa yang terdapat di Masjid Samarra (Iraq). Menurut keyakinan Kaum Syi’ah duabelas, Imam yang terakhir ini menghilang untuk sementara waktu dan akan muncul kembali sebagai Al-Mahdi untuk langsung memimpin umat. Selama bersembunyi, ia memimpin umat melalui raja-raja yang memegang kekuasaan dan ulama-ulama mujtahid Syi’ah. (Harun Nasution, 1985 : 96-99). 


Persoalan kegaiban Imam keduabelas dan kaitannya dengan otoritas temporal dan otoritas spiritual (Sachedina, 1991 : 196-198) paling tidak, dapat dipandang sebagai tema-tema utama dalam perspektif sejarah perkembangan pemikiran golongan Syi’ah Duabelas atau Syi’ah Imamiah. Gagasan Imam Khumaini tentang wilayah al-faqih, yang pada gilirannya melahirkan konsep negara Syi’ah modern, kelihatannya merupakan hasil reinterpretasi terhadap gagasan-gagasan yang pernah dikemukakan oleh para ulama Syi’ah sebelumnya. Aqa Baqir Bihbihani (wafat 1782 M) dengan ide marja'al-taqlid dan Mulla Ahmad Naraqi (w. 1824 M) dengan ide wilayah al-faqih (Mumtaz Ahmad, 1993 : 137) adalah beberapa ulama yang sering disebut-sebut Khumaini dalam beberapa tulisannya.


Dengan revolusi 1979, Imam Khumaini bersama rakyat Iran telah berhasil menjatuhkan pemerintahan monarki Pahlevi dan menggantikannya dengan sistem republik negara Syi’ah modern menurut konsepsi wilayah al-faqih Imam Khumaini. Sebelum meninggal pada tanggal 4 Juni 1989, selama satu dasawarsa, ia telah memimpin sebuah negara, Republik Islam Iran, dan telah meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan negara ini selanjutnya. Dalam kontek keSyi’ahan dan kemodernan, ia adalah seorang ulama yang pertama kali menjadi pemimpin negara dalam perkembangan pemikiran modern di dunia Islam.





2 Konsep Imamah dan Pemikiran Wilayah Al-Faqih


Pada masa kerasulannya, Nabi Muhammad SAW, selain berkedudukan sebagai kepala agama, juga sebagai kepala negara. Tetapi, siapa yang berhak menjadi kepala negara sepeninggal beliau dan bagaimana cara pengangkatannya, telah menimbulkan perbedaan faham di bidang politik dalam Islam.


Fakta sejarah menyebutkan bahwa menurut kaum Khawarij, yang berhak menjadi kepala negara ialah semua orang Islam dan cara pengangkatannya melalui pemilihan. Kaum Syi’ah sebaliknya berpendapat bahwa hanya keturunan Ali yang berhak menjadi kepala negara, dan itu bersifat turun temurun. Ahli Sunnah berpendapat bahwa hak itu dimiliki oleh suku Quraisy, sedangkan pengangkatannya melalui pemilihan. Di samping itu, ada juga yang menyetujui penentuan melalui keturunan (Harun Nasution, 1985 : 101).


Selain mengenai jabatan, sifat dan kekuasaan kepala negara pun telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam. Kaum Syi’ah duabelas berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sebelum wafat, telah menunjuk Ali sebagai penggantinya. Dalam istilah Syi’ah, Ali adalah washi Nabi Muhammad, yaitu pengganti yang kepadanya dilimpahkan seluruh kepercayaannya. Washi sesudah Ali adalah Hasan, kemudian Husein, dan seterusnya cucu-cucu Nabi. Kesemuanya berjumlah duabelas orang. Mereka itu adalah (1) Ali ibn Abi Thalib, (2) al-Hasan, (3) al-Husen, (4) Ali Zain al-Abidin, (5) Muhammad al-Baqir, (6) Ja'far al-Shadiq, (7) Musa al-Kazim, (8) Ali al-Rida, (9) Muhammad al-Jawad, (10) Ali al-Hadi, (11) al-Hasan al-Askari, dan (12) Muhammad al-Muntadzar.


Imam, demikian istilah yang dipakai kaum Syi’ah untuk Kepala Negara, mempunyai sifat kekudusan yang diwarisi dari Nabi. Di samping itu, Imam mempunyai kekuasaan membuat hukum. Perbuatan dan ucapan-ucapan Imam tidak bisa bertentangan dengan syari'at. Dengan demikian, bagi kaum Syi'ah, hampir sama sifat dan kekuasaannya dengan sifat dan kekuasaan Nabi. Imam dan Nabi sama-sama tidak dapat berbuat salah dan sama-sama dapat membuat hukum. Perbedaan terletak dalam keadaan Nabi menerima wahyu sedangkan Imam tidak (Harun Nasution, 1985 : 101-104). Jadi Imamah, sebagai istilah yang dipakai oleh kaum Syi'ah untuk jabatan kepala negara, adalah milik Imam saja, karena ia berhak atas kepemimpinan politik dan otoritas keagamaan (Sachedina, 1991 : 155).


Perkembangan pemikiran Syi’ah Duabelas tentang Imamah, dapat dibagi dalam dua tahap. Pertama, pemikiran ketika para Imam masih hidup. Pemikiran Imamah pada tahap ini lebih dititikberatkan kepada pengabsahan para Imam sebagai pelanjut kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam sejarah yurisprudensi Syi’ah Duabelas, tahap ini dikenal juga sebagai era penulisan hadits-hadits Imam Al-Mahdi, baik selama ghaibah shugra (kegaiban kecil pendek) (260-329 H/873-941 M) maupun selama ghaibah kubra (kegaiban besar, sempurna) (941 M dan seterusnya).


Selama kegaiban pendek, yaitu ketika Imam Al-Mahdi masih dalam persembunyiannya di dunia fisik, kepemimpinan Imam secara eksplisit di delegasikan kepada wakil-wakil Imam. Mereka itu adalah (1) Utsman Ibnu Sa'id Al-Umari, (2) Abu Ja'far Muhammad Ibn Utsman, (3) Abu Al-Qasim Al-Husain Ibn Rauh Al-Khillani, (4) Ali Ibn Muhammad Al-Syamiri (wafat 873 H/941 M). Kegaiban sempurna berlangsung sejak wafatnya Ali Ibn Muhammad. Semenjak itu pula, kepemimpinan Imam melalui sistem perwakilan telah berakhir. Kesinambungan kepemimpinan Imam selama kagaiban sempurna, berada pada raja-raja (al Sultan al-'adil) dan ulama-ulama mujtahid (Faqih) Syi’ah, sampai kedatangannya kembali (Imam Mahdi) pada waktunya. (Jalaluddin Rahmat, 1991 : 225)


Sungguhpun begitu, konsep wilayah al-faqih belum dikenal atau dipergunakan pada tahap awal sejarah Syi’ah Duabelas. Konsep ini timbul sesuai dengan perkembangan pemikiran para ulama mujtahid, termasuk juga di sini, konsep marja'al-taqlid (yang menjadi panutan umat, khususnya kaum Syi’ah Duabelas). Konsep-konsep ini merupakan bagian terpenting dari pengembangan doktrin Imamah. Tapi sistem perwakilan Imam, baik semasa hidup duabelas imam nyata maupun selama kegaiban pendek dan masa awal kegaiban sempurna, menurut Mousavi, merupakan latar belakang historis kedua konsep tersebut. (Mumtaz Ahmad, 1991 : 132).


Para wakil Imam, dibedakan atas empat bentuk, yaitu yang disebut (1) Wakil Imam,(2) wakil Khusus (na'ib khass), (3) wakil umum (na'ib 'amm), dan (4) wakil untuk urusan-urusan umum (na'ib fi umur al-'ammah). (Muntaz Ahmad, 1991 : 132-134). Yang menjadi masalah dalam pemikiran kalangan usuli dan akhbari dalam melegitimasi secara yuridis atas otoritas kepemimpinan mujtahid, adalah mengenai wakil umum dan wakil untuk urusan-urusan umum, dua bentuk perwakilan yang terdapat pada masa kegaiban sempurna. Wakil umum dijabat oleh ulama mujtahid, yang bidang tugasnya hanya terbatas pada bidang tugas empat wakil khusus dan beberapa kasus khusus, seperti jihad dan khumus. Sementara wakil untuk urusan-urusan umum mencakup mujtahid yang mengklaim dirinya sebagai wakil umum dan diserahi tugas kepemimpinan Imam sepenuhnya selama kegaiban. Pemikiran mengenai legalitas secara yuridis wakil untuk urusan-urusan umum inilah yang berkembang pada masa pasca-Safawiyah. Wakil bentuk ini tidak dapat disamakan dengan wakil umum, yang dapat ditelusuri pada periode-periode yuridis sebelumnya (Mumtaz Ahmad, 1991 : 132-134).


Menurut Mousavi, mapannya kaum ushuli melalui Aqa Bihbihani (w. 1784 M) telah memberikan dasar-dasar yuridis bagi perwakilan Imam. Kemenangan ushuli atas akhbari tidak hanya menimbulkan terbentuknya marja' al-Taqlid, tetapi juga membantu Mulla Ahmad Naraqi (w. 1824 M) untuk merumuskan teori al-Wilayah al-Faqih dalam konteksnya yang umum (Mumtaz Ahmad, 1991 : 135-138). Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa konsep wilayah al-Faqih Imam Khumaini bukanlah hal baru. Khumaini hanya berusaha mengembangkannya menurut dasar-dasar yang sudah diletakkan para pendahulunya sesuai kontek zaman yang ia hadapi.


Menarik untuk dicatat, sebagai dikutip Sihbudi, bahwa Imam Khumaini merujuk kepada Naraqi dan Syaikh Muhammad Husein Na'ini (w. 1936 M) sebagai dua tokoh yang memiliki pandangan serupa, bahwa kaum ulama mempunyai hak prerogatif di bidang politik. Kendatipun demikian, keduanya tidak mengembangkan suatu tema sentral politik mereka sebagai dilakukan Khumaini. (Riza Sihbudi, 1993 : 78)





3 Wilayah Al-Faqih Al-Khumaini dan Negara Syi’ah Modern


Dalam bukunya Tafsil Syari'ah, Imam Khumaini menyatakan, konsep wilayah al-faqih berkaitan dengan konsep-konsep dasar pemikiran politik religius Syi’ah, seperti kesetiaan, imamah, dan taqlid. Dalam formulasi tersebut, kepemimpinan Islam terkristalkan dan diwujudkan dalam imamah, dan diwakili oleh para Rasul Allah dan para Imam yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Selanjutnya Khumaini menegaskan, bahwa selama kegaiban Imam Al-Mahdi, Imamah dilanjutkan oleh kepemimpinan Faqih yang telah memenuhi syarat. Jadi seorang mujtahid atau Faqih seolah-olah mematuhi Imam. (Mumtaz Ahmad, 1991 : 24)


Pokok-pokok pikiran mengenai wilayah al-faqih ini kemudian dijelaskan secara terperinci oleh Khumaini dalam bukunya valayat-I Fakih. Dalam buku itu (terjemahan berbahasa Arab), antara lain Khumaini mengatakan, penunjukkan Nabi atas Ali sebagai penggantinya, tidak berarti agar ia hanya dapat membuat pernyataan-pernyataan mengenai keimanan dan hukum, lebih dari itu, sebagai pengganti nabi, harus melaksanakan hukum dan menjalankan pemerintahan Islam (Khumaini, H : 23-24). Selama kegaiban Al-Mahdi, kaum Syi’ah harus tampil memimpin masyarakat. Al-Qur`an dan Sunnah Nabi mengisyaratkan, ada dua kualifikasi bagi seorang pemimpin, yaitu ahli dalam pengetahuan hukum Islam (faqahah) dan memiliki komitmen yang tinggi akan keadilan ('adalah). Sekarang, Tuhan menentukan untuk tidak menunjuk bagi kaum Syi’ah orang tertentu untuk mendirikan suatu pemerintahan Islam. Selama tidak ada Imam, kaum Syi’ah harus dan dibenarkan mencari calon-calon diantara para ulama. Jika bersatu, niscaya mereka dapat mendirikan pemerintahan yang adil (Khumaini : 45-46). Pemerintah Islam, yaitu pemerintahan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syari'at dalam mana semua tindakan hukum harus sesuai dengannya. Syarat-syarat ini hanya bisa dipenuhi dan dimiliki para Faqih. Dengan demikian, para faqih-lah sebagai figure yang paling siap untuk memimpin atau memerintah masyarakat Islam.


Republik Islam Iran (menurut penyebutan UUD) disebut sebagai negara Syi’ah modern karena konstitusinya mengacu atau memuat konsep Wilayah al-Faqih Imam Khumaini. 


Pada bagian Muqadimah Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran (selanjutnya disingkat UUD RII) antara lain tertulis: "Rencana pemerintahan Islam yang berdasarkan wilayah al-faqih yang disarankan oleh Imam Al-Khumaini ..." (UUD RII : 4) dan dinyatakan bahwa : "Berdasarkan prinsip-prinsip wilayah al-amr dan kepemimpinan yang terus menerus (Imamah), maka UUD harus mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan bagi seseorang faqih atau ulama yang memegang tampuk kekuasaan diidentifikasikan sebagai wilayah al-amr dan jabatan tertingginya didefinisikan sebagai "kepemimpinan".


Dalam pasal 5 bahkan secara lebih tegas dikatakan : "Selama ketidakhadiran Imam Keduabelas (semoga Allah mempercepat kedatangannya), dalam RII, wilayah dan kepemimpinan umat merupakan tanggung jawab dari seorang faqih yang adil dan taqwa, mengenal zaman, pemberani, giat, dan berkemampuan memerintah yang akan memegang tanggung jawab jabatan ini sesuai dengan pasal 107. Pasal ini pada intinya meletakkan prinsip-prinsip pengangkatan seorang pemimpin sebagai pengganti Imam Khumaini oleh seorang Dewan Wali, yang sekarang dijabat oleh Ali Khamaeni.


Kewajiban-kewajiban dan kekuasaan pemimpin dimaksud (waliy al-amr) sebagai diatur dalam pasal 110 amatlah besar, antara lain : menggariskan kebijakan umum RII, mengeluarkan perintah untuk referendum, menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata, menyatakan perang dan damai, dan mengangkat, memberhentikan, dan menerima pengunduran diri para faqih anggota Dewan Perwalian dan pejabat tinggi negara, termasuk memberhentikan presiden, dan amnesti kepada para terpidana.


Pemerintah Iran berbentuk Republik Islam (ps.1) Republik Islam adalah pemerintahan yang berasaskan (1) Tauhid, (2) Wahyu Ilahi,(3) Qiyamah (kebangkitan di akhirat, (4) Keadilan Ilahi, (5) Imamah, dan (6) Martabat manusia nilai-nilai luhur kemanusiaan (ps. 2). Sementara mengenai kedaulatan, pasal 6 menyebutkan : "Dalam Republik Islam Iran, urusan-urusan negara dijalankan melalui pandangan rakyat, yang diungkapan melalui sarana pemilihan, yaitu pemilihan presiden, pemilihan anggota majelis, anggota-anggota dari dewan-dewan dan sebagainya, atau melalui referendum sebagaimana diatur pasal-pasal Iran dari UUD ini." Dengan begitu, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, yang pada hakikatnya adalah kedaulatan Tuhan yang dikaruniakan kepada manusia (pasal 56).


Sistem pemilihan sebagaimana dikehendaki dalam pasal 56 ini, juga berlaku pada wali al-amr. Ini dilakukan oleh dewan Ahli. Dewan Ahli sendiri dipilih oleh rakyat. Jadi, ada perbedaan mendasar antara sistem pemilihan dan tradisi Imamah dalam tataran doktrin Syi’ah, sebelum dan sesudah Imam Khumaini.


Republik Islam Iran juga seakan memakai teori trias politika, sebagai tersebut dalam pasal 57 : "Tiga kekuasaan dalam RII adalah kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif ..". Tapi di situ dikatakan, pelaksanaan kekuasaannya di bawah pengawasan wilayah al-amr dan kepemimpinan umat. Ketiga kekuasaan ini independen satu sama lainnya, dan presiden adalah penghubung diantara ketiganya.


Kekuasaan Legislatif melaksanakan prosedurnya melalui Majelis Al-Syura Al-Islami yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang terpilih (ps. 58) Kekuasaan Eksekutif dilaksanakan oleh Presiden dan para menteri (ps. 60). Sementara kekuasaan Yudikatif dilaksanakan melalui pengadilan, yang harus didirikan diatas prinsip-prinsip Islam (ps. 61).


Menarik untuk diperhatikan, bahwa Majelis Al-Syura Al-Islami, yang terdiri dari 270 anggota (ps. 64), sebagai wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemungutan suara secara rashasia (ps. 62), mempunyai tugas antara lain : membuat undang-undang mengenai segala urusan (ps. 71). Tetapi, semua perundang-undangan itu masih harus diserahkan kepada Dewan Perwakilan, yang terdiri dari enam orang faqih yang faham akan fiqih Islam dan enam orang ahli hukum yang mahir dalam berbagai cabang hukum dari Umat Islam (ps. 91) untuk diperiksa; apakah perundang-undangan yang dibuat itu bertentangan atau tidak dengan prinsip-prinsip Islam dan UUD RII. Apabila terdapat pertentangan, maka Dewan Perwakilan harus mengembalikannya kepada majelis untuk ditinjau kembali, dan apabila tidak, maka perundang-undangan itu tidak berlaku (ps. 94).


Adapun mengenai Presiden, dalam pasal 113 dinyatakan bahwa Presiden adalah jabatan negara tertinggi setelah jabatan Pemimpin. Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan UUD dan memimpin cabang eksekutif, kecuali dalam hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab Pemimpin (Imam).


Dari rumusan-rumusan beberapa pasal UUD RII yang telah dikutip di atas, dapat difahami bahwa sebenarnya negara ini menganut prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Tapi, karena prinsip kedaulatan itu dipandang bersumber dari kedaulatan Tuhan, maka dalam sistim dan mekanisme kerja lembaga-lembaga kenegaraan memberi kesan bahwa negara ini menganut prinsip-prinsip sistim teokrasi. Dengan kata lain, RII dapat dikatakan sebagai negara demokrasi juga teokrasi. Ulama kelihatannya menempati kedudukan yang paling menentukan perihal kehidupan kenegaraan. Inilah yang ingin dicapai oleh Imam Khumaini dengan wilayah al-faqihnya.


Imam Al-Khumaini dengan demikian, telah mampu memadukan doktrin ajaran Syi’ah (Imamah), menurut interprestasinya sendiri sebagai seorang marja'al-taqlid, dengan teori-teori politik modern dalam kehidupan negara Iran Ia seakan ingin menghidupkan kembali model kepemimpinan pemerintahan Nabi dan Ali, sebagai dikatakannya "pemerintahan yang ideal". dalam kontek kehidupan negara modern.





4 Kesimpulan


Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpul-simpul sebagai berikut: 


Hubungannya dengan negara Syi'ah modern; pertama, bahwa dalam konsep imamah, menurut kaum Syi’ah duabelas, Imam adalah hak Ali dan keturunannya. Tetapi karena Imam keduabelas berada dalam kegaiban, maka imamah diteruskan oleh para raja yang adil dan ulama mujtahid Syi’ah. Kedua, sesuai perkembangan zaman yang selalu berubah, maka pemikiran doktrin sistem imamah melalui perwakilanpun segera diinterprestasi. Kemenangan kaum ushuli atas akbari telah memberi peluang bagi legalisasi sistim perwakilan Imam selama Imam Dinanti masih dalam kegaiban. Ketiga, melihat kenyataan penguasa yang semakin jauh dari ajaran-ajaran dasar Syi’ah Duabelas, Imam Khumaini tampil untuk memperjelas teori wilayah al-faqih sebagai telah diletakkan oleh pendahulunya, dan diperjuangkannya untuk diterapkan di negara Iran.


Teori Wilayah al-Faqih berhasil masuk dalam konstitusi Republik Islam Iran, dan menjadikan Iran sebagai negara modern. Kemodernan yang dimaksud adalah, terpadunya ajaran doktrinal Syi’ah dengan teori-teori politik modern.


------------------
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